
O PT. BPRINDOMITRA ARTHA PERTIWI

Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan

tantanganyangdihadapiolehindustriperbankan,Melaluipenerapanpinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate Governance) diharapkan PT' BPR

lndomitra Artha pertiwi dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang

sehat dan komPetitif'

Denganberlandaskanpadapandangantersebutdiatas,PT.BPRlndomitraArtha
Pertiwi berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinslp-prinsip tata

kelolaperusahaanyangbaiksesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undanganyangberlakudanperkembanganpraktikterbaikdalamtatakelola
perusahaan.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR lndomitra Artha Pertiwi disusun selaras dengan

peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor 4f,.aJK.a3l2015 tentang Penerapan Tata Kelola

bagi Bank perkreditan Rakyat.*Beritut adaiah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola

selama tahun 2019:
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2.
3.
4.
5.

h

7.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan Tugas Oan fan!!ung Jawan Dewan Komisaris

K;i;;gk;prn dai petaxsanain Tugas atau Fungsi Komite

Keperiitikan Saham Anggota Direksi 
.

Hubungan Keuangan 
"ian/atau Hubungan Keluarga 1.,OOota 

Direksi Dengan

Anggota Dewan xon.,irurii Anggota Direk"si Lain dan/itau Pemegang Saham BPR

Ke66mirif<an Saham Anggota Dewan .Komisaris
HubunganKeuangan-o"anlatauHubunganKeluarga-AnggotaDewanKomisaris
Dengan Anggota ou*an Komisaris LJin, Rnggota Direksi dan/atau Pemegang

#

Saham BPR , -: i-- n^...^^ r.zam'

B. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

9. Rasio GajiTertinggi dan Gaji Terendah

10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

11. Jumlah PenYimPangan lntern

12. Jumlah permasalahian Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

14. Pemberian Dana untuk Kegiatan sosial dan Kegiatan Politik' Baik Nominal Maupun

Penerima Dana
15. Hasil Penilaian (Self Assesment)

sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor

4/POJK.03/2015 tanggal 1B November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank

Perkreditan Rakyat, dan surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK'0312016

tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat' PT'

BpR lndomitra Artha pertiwi mulai menerapkan tata kelola perusahaan secara bertahap

dan perlu penyempurnaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip:

yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
1. Keterbukaan (transParencY),

material dan relevan serla

kePutusan;
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